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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori~
1. Supremasi Hukum dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “otonom”™ secara bahasa
adalah “berdin sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”, sedangkan
“daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pcmerintah”]. Dengan
demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah
‘wewenang/kekﬁasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan
mengelola untuk kepentingan wilayah{daerah masyarakat itu sendiri.
Pengertian yang lebih luas dari otonomi daerah adalah
wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan
- mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai
dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk
pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat

istiadat daerah lingkungannya.
Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

xﬁeliputi kemampuan daerah pelaksana, kemampuan dalam keuangan,




13

ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi.
Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama.
Hal ini disebabkan bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan
pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip
demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Pelaksanaan  otonomi daerah, juga sebagai penerapan
(implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah scharusnya lebih
memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih
luas, lebih nyata dan bertanggungjawab. Terutama dalam mengatur,
memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di
daerahnya masing-masing. Desentralisasi merupakan simbol atau tanda
adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang akan
mengembalikan harga giiri pemerintah dan masyarakat daerah. Dengan
“ diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Xeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Hal ini
mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan
rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur ramah

tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat

ay »
T e L .y I R S TR P P e Yo P



14

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup
utama, yaitu: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial, dan (4) dan budaya. Di
bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk
membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih
secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan
pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan
memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas
pertanggungjawaban publik.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pithak harus menjamin
lancarnya pelaksanaan kebijakan-ekonomi nasional di daerah, dan di pihak
Jain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan
kebijakanregional dan lokal untuk mengoptimalkan Izendayagunaan
potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan
memungkinkan lahimya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk
menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan
membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di
daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masya{akat
ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Di bidang
sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi
menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara

nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan
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Pembangunan dacrah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah
otonom, dacrah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
menyelenggarakan  kepentingan masyarakat  berdasarkan prinsip
keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah
diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah
secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan
pemerintah pusat dan daerah.

Upaya untuk melaksanakan otonomi daerah yang t;alah digulirkan 1
Janvari 2001, yaitu tahun ﬁskaI‘__ZOOl adalah merupakan tekad bersama,
baik aparat yang di pusat maupun yang di daerah. Tentu dalam hal ini
harus dilaksanakan dengan hati-hati, seksama namun tidak mel.lgurangi
jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang maksimal
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Konsep otonomi daerah yang selaln
bergerak pada titik keseimbangan yang be_rbeda, mempengaruhi jalannya
pemerintahan di daerah. Perbedaan itu sangat jelas terlihat dengan
menggunakan konsep yang selalu bergerak secara simetris pada dua sisi,
yaitu Pusat dan Daerah. Dengan kata lain, bahwa pada suatu waktu bobot

kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan pada kesempatan lain bobot
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Kondisi demikian tentunya disebabkan oleh berbagai faktor,
diantaranya banyaknya Undang-Undang yang dikeluarkan mengenai
Pemerintah Daerah. Jika kita cermati secara analitis, terlibat bahwa titik
berat bobot kelmasaan temyata berpindah-pindah pada masing-masing
kurun waktu berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
tersebut. Dalam sejarah perkembangam;iya, kebijakan otonomi daerah di
Indonesia mengikuti pola seperti pada bandul jam yaitu beredar antara
sangat sentralistik dan sangat desentarlistik. Apabila kebijakan yang
dilaksanakan sangat sentralistik maka bandulnya akan ditarik kembali
kepada arah titik keseimbangan desentralistik demikian pula sebaliknya.
Hal ini dapat dilihat dengan mengikuti perkembangan pelaksanaan
otonomi daeﬂ}h melalui  peraturan  perundang-undangan  yang
mengaturnya. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah,
Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan 'kincxjanya dalam rangka
memberikan  pelayanan. kepada masyarakat. Pada hakekatnya
penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kcsejahteraar} masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah.

Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai
awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan

pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru,
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pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali
proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus
mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus
menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (plusentris) di tingkat lokal’.
Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas
pergeseran kekuasaan dari pusat (sentral) menuju lokus-lokus daerah
(desentral) dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri (society).
Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerab tersebut, perubahan
paradigma sekaligus juga ikut melepaskan makna hegemoni paham
teknokrasi yang masih terus kita rasakan' sekarang ini. Sebuah
pemerintahan' yang membuat konsep otonomi daerah sulit melepaskan
orientasi pembangunannya, dan kepercayaannya kepada peran negara
sebagal mesin pembangunan tersebut @embangunan oleh negara). Dengan
satu tawaran paradig‘ma baru, maka otonomi daerah tidak semata-mata
. sebagai kesiapan kepastian aparatur daerah, atau menyangkut kesuburan
ekonomi pemerintah semata (misalnya: tercermin dalam PAD), tetapi juga
_soal akses keterlibatan’ masyarakat, fasilitas perkembangan ekonomi
swasta (tercermin dalam PDRB), penegakan asas good governance,
(partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dan lain sebagainya.
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia tidak pernah

mencapai tujuan yang diharapkan karena tidak adanya konsistensi

® Robért Endi Jaweng, 2001, “Konsep Warga Daerah di Era Otonomi”, Buletin Komite
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pelaksanaan terhadap tiap-tiap Undang-Undang tantang otonomi daerah
yang pernah diberlakukan di Indonesia. Tiap Undang-Undang tersebut
tidak pernah dilaksanakan sampai tuntas karena besar kepentingan politik
dari masing-masing pihak yang dominan pada masa diberlakukannya
Undang-Undang tersebut. Berhasil tidaknya implementasi otonomi daerah
pada era sckarang akan sangat tergantung pada semangat para
penyelenggara pemerintahan daerah serta dukungan masyarakat, bukan
oleh pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut dituntut kesadaran semua
pihak untuk menyatukan langkah dan bersikap saling percaya, sebab
pembangunan memeriukan kepercayaan yang tinggl. -

Otonomi daerah tentunya memiliki kaitan yang erat dengan fungsi
hukum. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai alat atau sarana
yang mengontrol dan. mengendaiikan masyarakat da melindungi dari
a;lcaman atan perbuatan-perbuatan yang membahayakan __jiwa maupun
benda.dalam hal ini hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum sebagai
landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi
hukum sebagai alat rekayasa ‘sosial/pembangunan (law as a tool ofsocial
engeneering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan
instrumen mengatur peri_laku masyarakat (social controly’. Di dalam
sosiologi hukum, memasuki asalah kepatuhan hukum adalah dengan

melakukan penelitian empiris. Untuk tujuan-tujuan tertentu hukum dapat
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dipandang sebagai suatu gejala yang otonom dalam masyarakat, yang
berkembang menurut logikanya sendiri.

Akan tetapi, secara stimultan hukum juga merupakan refleksi dari
masyarakat dan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Secara sosiologis,
hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai
suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara®.
Jadi sosiologi dianggap sebagai refleksi dari kesadaran masyarakat secara
menyeluruh dan juga dari kebutuhan-kebutuban pokok masyarakat.
Sehubungan dengan hal itu, maka ada berbagai kepentingan manusia yang
harus dipenuhi demi kebaikan masyarakat itu sendiri.

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya
melibatkan dua variabel objek yaitu hukum dan manusia, dengan demikian
malka kepafuhan hukum tidak hanya dilihat dari fungsi peraturan hukum
saja, melainkan fungsi manusia d:dlam sasaran peraturan. Kepatuhan
hukum tidak dijelaskan dari kehadiran hukum saja melainkan dari
kesediaan manusia untuk mematuhinya.

Tujuan hukum adalah memajukan kebaikan dalam hidup manusia’.
Demikian halnya dengan Pemarintahan Daerah Kabupaten Bantul dalam
usaha memperlancar kegiata_n pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya, maka ditetapkan berbagai kebijakan-kebijakan, antara lain izin

peruntukan penggunaan tanah dan mendirikan bangunan. Sebelum

4 amrullah Achmad, 2006, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Gema
Insani. hal. x1.



20

mengurai pengertian izin mendirikan bangunan, maka terlebih dahulu akan
dijelaskan tentang arti dari izin itu sendin.

Utrecht berpendapat bahwa bilamana pembuat peraturan tidak
untuk  melarang  suatu  perbuatan  tertentu, tetapi  masih
memperkenalkannya, asalkan diadakan secara tidak ditentukan untuk
masing-masing hal ini bersifat suatu izin (vergunning)®. Sjachran Basah
berpendapat lebth umum mengemukakan izin itu sebagai “perbuatan
hukum administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan
peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku’. -

Izin dapat juga dikemukakan sebagai “suatu penetapan yang
merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang—undang”s.
berdasarkan beberapa kutipan tersebut dapat dipahami bahwa izin
mempunyai _.pengertian sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh
seseorang, badan/instasi, swasta, yang telah diatur dalam klausa larangan
pada pasal peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu
dipenuhinya persyaratan tertentu, maka izin akan diterbitkan. Izin
berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan denagn alasan penolakan
tehadap sesuatu permohonan, dan bebas syarat. Secara umum, izin dapat
diartikan sebagai keputusan pejabat administrasi yang berwenang yang

memperbolebkan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang

.% 1 Made Arya Utama, 2008, Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan
Lingkungan, jakarta, Pustaka Sutra, hal. 89.
? Ibid, hal 89. '
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peraturan perundang-undangan setelah terpenubinya syarat-syarat yang

telah ditentukan oleh perundang-undangan, sehingga terlihat hubungan

hukum.

Apabila fungsi izin dihubungkan dengan fungsi hukum, maka izin
lebih tepat dimasukan dalam fungsi hukum direktif, yakni sebagai
pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang
diinginkan sesuai denagn kehidupan negara. Izin dapat juga diletakkan
pada fungsi menertibkan masyaral(at9 . Ketetapan yang berupa izin
diberikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga.
Tentu saja tidak ada gunanya apa yang telah tertuang dalam ketetapan
tersebut, apabila tidak dipaksakan izin tersebut. Sehubungan dengan izin
mendirikan bangunan, dapat dibagi atas 3 komponenj__nengertian sebagal
berikut.

a. Izin adalah tindakan administrasi pemerintah yang menyatakan
keabsahan atas peremohonan seseorang atau badan hukum kargna telah
terpenuhinya syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan
yang berlaku.

b. Mendirikan adalah suatu tidakan yang dilakukan oeh seseorang atau
badan hukum dalam melaksanakan pembangunan yang dapat meliputi

mendirikan bangunan, mengubah, maupun membongkar terhadap

. .
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c. Bangunan adalah tindakan pengerjaan kontrukasi yang terletak di
permukaan tanah atan dalam atas tanah atau di atas permukaan air
dengan memperhatikan mang tata letak bangunan, ruang tata lokasi
dan ruang tata kota/daerah yang berfungsi sebagai tempat tingggal atau
usaha untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai
penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penylaran, perizinan
menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI). Perizinan juga
menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan
berkala agar setiap perusahaan pengembang tidak melenceng dari misi -
pelayanan pembangunan perumahan kepada publik. D-alam perizinan
menurut perundang-undangan ‘gang telah ditetapkan, selaln memuat
ketentuan-ketentuan pentl:ng yang melarang terhadap warga masyarakat
untuk bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tcrsebut-sebagai
konsekuensinya, maka dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan
dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sankst.

Sanksi merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam
hukum termasuk hukum administrasi, karena setiap peraturan perundang-
undangan yang memuat perintah atau larangaan, apabila tidak disertai
sanksi, maka efcktifitas dari peraturan tersebut tidak akan dapat
~diwunjudkan, karena fungsi dari hukum tersebut tidak lagi mempunyai daya

paksa. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh
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undang-undang. adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap
undang-undang, tidaklah mempunyai arti apabila tidak mempunyai suatu
daya paksa untuk dilaksanakan. Hal im lebih jelas mengatur itu berifat
jenis peraturan perundang-undangan yang dikategorikan memaksa.
Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan harus dikenai sanksi, misalnya pada izin mendirikan bangunan,
bagi pelanggar akan dijatuhi sanksi, dengan harapan mereka akan menaati
peraturan yang ada. Dalam hal ini, izin mendirikan bangunan adalah
termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, dimana sanksi hukum
administrasi menjadi suatu alat kekuasaan yang mempunyai sifat hukum
publik yang digunaican oleh penguasa sebagai reaksi terhadap
ketidakpatuhan norma hukum administrasi. Unsur-unsur sanksi hukum

administrasi antara laimn:

a. Alat kekuasaan (machtsmiddelen).

* b. Bersifat hukum publik (publiekrechtlijke).

c. Digunakan oleh penguasa (overhead).

d. Scbagai reaksi terhadapketidak patuhan (recht eop niet naleving).
Sedangkan sanksi pada umumnya yang dikenal dalam lapangan

hukum administrasi adalah:

a. Bestuursdwang (tindakan paksa pemerintah).

b. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang

menguntungkan.
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d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Bestuursdwang adalah suatu kewenangan dari pemerintah untuk
melakukan tindakan nyata agar dapat mengakhiri suatu kaeadaan atau
situasi yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Dalam setiap
undang-undang selalu memuat ketentuan pemberian wewenang untuk
melakukan tindakan paksa pemerintah tersebut, akhirnya ditetapkan bahwa
setiap pelaksanaan bestuursdwang harus ditetapkan terlebih dahulu secara
tegas di dalam undang-undang. Adanya pemberian wewenang yang telah
disebutkan secara jelas dalam suatu undang-undang akan menjadi suatu
landasan dan keabsahan yang sangat kuat bagi tindakan administrasi dalam
melakukan tindakan paksa terhadap pelanggaran izin.

. Pengertian dan Dasar Hukum Izin Pendirian Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau di singkat IMB adalah izin untuk
mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau r_perenovasi suatu
bangunan, termasuk izin kelayakan menggunakan bangunan atau untuk
bangunén yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah'’.
Dasar pengaturan IMB adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2001
tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut kemudian
dijabarkan di masing-masing daerah menjadi Peraturan Daemh.

Badan vyang berwenang menerbitkan IMB di masing-masing
daerah m_emiliki sebutan yang berbeda-beda. Untuk Pemerintahan.

Kabupaten Bantul misalnya, namanya adalah Dinas Perizinan, sedang
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untuk daerah lain ada yang bemama Dinas Bangunan, Dinas Tata
Bangunan, Dinas Tata Kota dan lain-lain''. Pada prinsipnya, IMB
bertujuan agar terjadi keserasian antara lingkungan dan bangunan. Selain
itu, dengan IMB diharapkan agar bangunan yang akan dibangun aman bagi
keselamatan jiwa penghuninya. Hal ini disebabkan dalam pemberian IMB,
seharusnya dilakukan analisis terhadap desain bangunan tersebut. Analisis
tersebut menyangkut pemenuhan persyaratan bangunan dan lingkungan.
Persyaratan lingkungan meliputi penentuan garis sempadan atau
jarak maksimum bangunan terhadap batas jalan, jarak bebas muka
samping dan belakang bangunan, batas-batas persil pembangunan dan
jarak antarbangunan, keadaaan tamah tempat bangunan,dan lain-lain.
Sedangkan persyaratan bangunan antara lain meliputi luas denah
,bangunan: tinggi bangunan, ukuran-ukuran ruang, pencahayaan dan
pengudaraanlz. Sekilas, peraturan yang diberlakukan dalam proses IMB
terasa menjengkelkan. Misalnya, untuk mendirikan rumah, wajib mundur
3-8 meter dari batas depan tanah. Rasanya seperti menyia-nyiakan lahan,
apalagi jika luas lahan yang dimiliki terbatas. Padabal pembuatan garis
sempadan ini sesungguhnya dimaksudkan untuk kenyamanan dan

keamanan si penghuni. Dengan adanya batas sempadan itu, malga terpaan
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Lalu ada pula larangan untuk meningkat rumah di daerah tertentu.
Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi bangunan dan kondisi tanah di
daerah tersebut. Bisa jadi kondisi tanah di daerah tersebut tidak
mendukung untuk konstruksi rumah bertingkat. Jika tetap memaksa, alih-
alih tampil mentereng, bisa-bisa rumah cepat ambruk karena kondisi tanah
yang labil. Dengan memiliki IMB, pemilik lahan juga memiliki kepastian
bukum untuk bangunan yang dimiliki. Tentunya pemilik lahan tak -ingin
rumah yang sudah susah payah dibangun tiba-tiba diserobot orang lain
yang memalsukan surat kepemilikan. Selain itu, dengan memiliki IMB,
dapat lebih mudah dalam dapat mengurus kredit bank, izin usaha, dan
dapat meyakinkan pihak-pihak yang memerlukannya untuk transaksi jual-

beli, sewa-menyewa dan lain-lain. >

Dari segi arsitektur, IMB juga berguna untuk melestarikan warisan
budaya. B._'ila ternyata rumah yang akan direnovasi termasuk salah satu
warisan budaya, maka tidak diperkenankan untuk mengubahnya. Langkah-
yang diizinkan hanya untuk memugamya. Sebelum memulai mendirikan
bangunan, sudah menjadi ketentuan untuk segera melakukan pengurusan
izin mendirikan bangunan atau IMB dalam upaya memiliki kepastian
hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsjnya.

IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi

juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah,
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Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban,
keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri
terhadap penghuninya maupun lingkunga‘n sekitamya. Selain itu IMB juga
diperlukan dalam pengajuan kredit bank. IMB sendiri dikeluarkan oleh
pemerintah daerah setempat. Dalam pengurusan IMB diperlukan
pengetahuan akan peraturan-peraturannya, sehingga dalam mengajukan
IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum
pembuatan gambar kerja arsitektur.

. Konsepsi Perizinan Pembangunan Perumahan

Salah satu fungsi perizinan bidang perumahan dan pemukiman
adalah untuk mengendalikan pembangunan bidang tersebut agar s;.:suai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah y!}ng merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah. Tingginya biaya perizinan serta prosedur yang
berbelit-belit membawa dampak terhadap minat badan usaha atau
kelompok masyarakat untuk menyediakan perumahan yang layak dan
terjangkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang
berdasarkan hasil penelitian biayanya cukup besar yaiFu kurang lebih 13
persen dari biaya pembangunan untuk rumah sederhana dan sangat
sederhana.

Sistem perizinan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan
permukiman meliputi tahap perizinan saat penyediaan tanah, saat akan

membangun dan pemanfaatan hasil pembangunan.Mekanisme perizinan
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perumahan permukiman saat ini prosedurya masih berbelit-belit, dan untuk
itu perlu disamsatkan dalam satu atap dengan cara membentuk forum atau
lembaga perizinan dan menyatukan atau mencabut perizinan yang tidak
diperlukan lagi.

. Langkah-langkah Perizinan Pembangunan Perumahan

Langkah-langkah perizinan untuk perumahan antara lain diuratkan

sebagaimana berikut.
a. Langkah 1
Pastikan tanah yang akan dikelola sebagai perumahan berada
pada jalur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) agar
tidak kesulitan untuk izin pemaﬁaatan tanahnya. Misalnya, jika akan
mcnga‘gakan rencana lokasi perumahan yang dibangun berada pada
areal persawahan, tidak selalu RTRK di tempat tersebut akan jadi
daerah persawahan atau daerah peresapa»n (jalur hijau). Oleh karena itu
perlu dilakukan pengecekan terhadap RTRK daerah tersebut, nantinya
untuk apa, untuk pemukiman, industri atau Amemang jalur hijau.
Apabila ternyata. daerah tersebut direncanakan sebagai pemukiman
maka dapat dilanjutkan untuk rencana mengembangkan perumahan.
Pemilihan lokasi dapat juga dengan cara “mendompleng” lokasi yang
" memang sudah banyak perumahan. Hal ini lebih aman untuk investas

tanah tetapi pasti harga tanahnya jauh lebih mahal karena fasilitasnya



29

b. Langkah2

Langkah selanjutnya adalah mengurus perizinan pada Dinas
Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah {Bappeda). Pertama-tama pengurusan izin dilakukan. melalui
Advice Planning. Nama izin ini berbeda-beda pada setiap tempat,
namun pada intinya adalah untuk kesesuaian antara Site Plan
pengembangan perumahan dan tata ruang di daerah tersebut. Syarat
yang wajib disiapkan antara lain proposal izin pemanfaatan ruang,
yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan lokasi
tersebut, yang juga dilampiri sertifikat tanah. Apabila tanah itu masih
atas nama orang lain, maka harus dilampirkan dengan surat kuasa
bermeterai cukup untuk mengurus perizinan tersebut, dan tentunya
gambar perencanaan lahan (Site Plan} sudah pasti harus ada.

| Produk dari izin ini adalah gambar rekomendast Advice
Planning yang berisi gar-is besar aturan untuk pembangunan. Misalnya,
garis pagar hé.rus berapa meter dari jalan, garis muka bangunan harus
berapa meter dari jalan dan masih banyak yang lainnya. Produk
perizinan lainnya yang dibasilkan dari langkah ini adalah Izin Prinsip
atau Surat Keputusan yang disetujui oleh kepala daerah Bupati atau
Walikota. Di sebagian daerah, Izin Prinsip ini hanya berlaku untuk
lahan dengan luasan > 1 Ha. Namun demikian, ada juga daerah yang

tidak memiliki batasan luasan untuk izin ini, biasanya lebih dar 5
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Langkah3

Langkah selanjutnya dilakukan di Badan Pertanahan Negara
(BPN). Langkah ini diawali dengan pengecekan sertifikat menyangkut
kesesuaian dengan ﬁsiknya. Petugas Badan Pertanahan Negara dapat
diminta untuk memeriksa ulang patok pembatasnya untuk mengetahui
kesesuaian dengan luasan yang ada pada sertifikat. Setelah iy,
dilakukan penyesuaian sertifikat dengan syarat dan kebutuhan yang
akan digunakan untuk pengembangan perumahan. Misalnya, keperluan
untuk menggabungkan sertifikat tanah karena sebelumnya terdiri dari
sejumiah sertifikat hak milik. Hal yang perlu diperhatikan adalah status
yang dipersyaratkan untuk lahan tersebut, seperti halnya Hak Guna

Bangunan (HGB) yang berarti tanah tersebut atas nama perusahaan

.atau munékin boleh langsung dipecah menjadi kevling atas nama

perorangan. Pengurusan atas nama perorangan sangat memudahkan
pengurusan dan menghemat anggaran untuk retribusi pajak dan
perizinan.

Apabila tanah berstatus HGB, maka langkah awalnya adalah
melakukan penurunan status dari SHM ke HGB. Akan tetapi langkah
ini dilakukan ketika tanah masih atas nama perorangan, kemudian dari
HGB atas nama perorangan diubah menjadi HGB atas nama
perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa dalam setiap proses tersebut

selalu muncul pajak dan retribusi perizinan. Namun proses tersebut
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sama dapat dilakukan pengurusan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
Hal ini digunakan sebagai syarat untuk pengajuan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).
. Langkah 4

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa mengenai
dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL berlaku untuk luasan > 1 Ha,
Jika luasannya di bawah jumlah tersebut maka sebagal penggantinya
cukup dengan izin UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup). dalam proses ini,
awalnya harus dilakukan pemeriksaan kadar air tanah pada lokasi.
Setelah itu, dapat dibuat propoéél .tentang kelebihan dan kekurangan
serta dampak vang akan terjadi pada proyek yang dikembangkan.
Produk perizinan ini adalah surat rekomendasi dan kantor KLH yang
nantinya dilampirlgan juga sebagai pengajuan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).
. Langkah 5

Dalam langkah selanjutnya, perizinan dilakukan di kantor
Perizinan Terpadu atau kantor Perizinan Satu Atap untuk mengurus
IMB. Bersamaan dengan pengajuan IMB, dapat dilakukan pengurusan
pengesahan Sifeplan Perumahan atau ZONING. Setelah itu, langkah
terakhir yang perlu dilakukan adalah meminta IMB. Syarat pengajuan

IMB ini adalah akumulasi dari perizinan-perizinan yang telah diurus
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a. Gambar kerja Rumah yang akan dibangun
b. Surat pernyataan Tetangga yang disyahkan tetangga kanan kiri
depan belakang, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan
c. Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang
dilakukan dan segala yang ditimbulkan.
d. Copy Status Tanah
e. Copy KTP Penanggung Jawab
f. Copy lunas PBB
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa
langkah yang perlu dilakukan dalam upaya pengurusan izin mendirikan
bangunan. Hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan
perizinan pembangunan perumahan. Oleh karena 1itu, perlﬁ“ dilakukan
penelitian lebih lanjut terkait kesesuaian antara langkah-langkah yang
. seharusnya dilakukan dalam perizinan pembangunan perumahan dengan
kondisi yang terjadi secara nyata di lapangan.
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Pada dasamya, suatu penelitian tidak beranjak dari awal. Akan tetapi
sudah ada penelitian-penelitian yang telah mendahuluinya dengan topik yang
sama. Begitu pula halnya dengan penelitian mengenai pelaksanaan izin
pembangunan percmahan. Telah ada penelitian-penelitian terdahulu dengan
topik yang serupa dengan topik penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dibahas

beberapa penelitian terdahulu sebagai penelitian yang mendahului penelitian
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Waisale (2012) melakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Persetujuan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan (Studi di Kantor
Butr Kota Malang)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk untuk
mengetahui bagaimana prosedur perolehan izin lokasi untuk pembangunan
perumahan serta hambatan-hambatan apa sajakah yang terdapat dalam
pelaksanaan prosedur perolehan izin lokasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa salah satu kewenangan Badan Urusan Tanah dan
Rumah (BUTR) Kota Malang adalah mengatur tentang izin lokasi. BUTR
Kota Malang dalam memberikan pelayanan dengan melaksanakan
prosedur perolchan izin lokasi untuk pembangunan perumahan tidak boleh
adanya penerapan sistem yang nantinya terdapat penarikan kcuntunéan
secara tidak wajar serta tidak adanya pelayana‘f_} yang kurang baik sehingga
dapat mempersulitkan pemohon izin lokasi. Akan tetapi BUTR dalam
pelaksanaannya harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku supaya
dapat memberi rasa aman dan memuaskan para pihak. Akhirnya kepastian
hukum yang diterapkan kepada masyarakat/pemohon, tidaklah patut untuk
diperdebatkan/dipersoalkan. Untuk itu kepastian hulgum yang sesuai
dengan ketentuan berlaku seharusnya mampu melahirkan keadilan.

Nelly (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan dan Masalahnya di Kota Padang”. Tujuan
penelitian ini adalah untik mengetahui pelaksanaan pemberian lzin

Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut di Kota Padang, untuk mengetahui
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berlaku, dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan apabila terjadi
pelanggaran. Hasil penelitian in1 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan
Izin ditemui berbagai masalah baik yang berasal dari masyarakat maupun
dari pihak pemenntah sendiri. Bahkan sebagian dari masyarakat masih ada
yang belum memahami tentang izin mendirikan Bangunan (IMB) ini
sehingga hal tersebut menjadi salah satu sebab dari berbagai pelanggaran
dan penyimpangan yang terjadi. Dalam hal ini, pengawasan sangat penting
peranannya, dalam penerapan sangsinya pun perlu ditegaskan agar
masyarakat lebih mematuhi ketentuan yang berlaku dan masalah yang ada
sehubungan dengan 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diselesaikan.

. Gulla, dkk. (2012) melakukan penelitian dengaﬁ judul “Pelaksanaan
Pemberian Izin Mendirika’_r_l Bangunan pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Di Kabupaten Banggai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunén pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Banggai dan faktor-faktor
yang menghambat pemberian izin mendirikan bangunan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab_upaten' Banggai. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai belum
berjalan optimal akibat belum adanya perangkat peraturan perundang-
undangan yang mengatur prosédur pelayanan perizinan. Belugl adanya

peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pelayanan
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kurang memadai, transparansi lembaga dalam mengelola perizinan, serta
koordinasi kelembagaan yang tidak terbangun dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa telah ada beberapa
penelitian terdahulu sehubungan dengan pelaksanaan izin pendirian bangunan.
Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki
perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada subjek dan
objek penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitian difokuskan pada Dinas
Perizinan Pemerintah Kabupaten Bantul selaku instansi yang menangani izin
pembangunan perumahan. Adapun objek yang diteliti pada penelitian ini
difokuskan pada izin pembangunan perumahan, bukan pada Izin Mendirikan
Bangunan sebagaimana penelitiaﬂ-penelitian terdahulu.

. Keranglfa Konseptual

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep y:ing
dipergunakan dalam penelitian ini, nﬁka perlu diuraikan pengertian-
pengertian konsep yang dipakai, sebagaimana berikut.

1. Izin adalah tindakan administrasi pemerintah yang menyatakan keabsahan
atas peremohon_an seseorang atau badan hukum karena telah terpenuhinya
syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

2. Mendirikan adalah suatu tidakan yang dilakukan oeh sescorang atau badan
hukum dalam melaksanakan pembéngunan vang ' dapat melipufi

mendirikan bangunan, mengubah, maupun membongkar terhadap
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3. Bangunan adalah tindakan pengerjaan kontrukasi yang terletak dj
permukaan tanah atau dalam atas tanah atau di atas permukaan air dengan
memperhatikan ruang tata letak bangunan, ruang tata lokasi dan ruang tata
kota/daerah yang berfungsi sebagai tempat tingggal atau usaha untuk
melakukan kegiatan sehari-hari.

4. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana Iingkungan
yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum,
pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang
memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya.

D. Kerangka Teoril

Berdasarkan urajan iatar belakang masalah, judul, rumusan masalah,
tujuan serta kajian teori, studi ini berusaha untuk mengetaﬁui proses perizinan
i)embangunan pemmahaﬂ di Kabupaten Bantul, mengetahui kendala dalam
pelaksanaan pemberian izin pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul,
dan mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan
per_nbangunan perumahan di Kabupaten Bantul. Realitas sosial menunjukkan
adanya peningkatan jumlah penduduk di Provinsi DIY. Begitu pula halnya
dengan Kabupaten Bantul.

Peningkatan jumlah penduduk dj Kabupﬁten Bantul tentunya turut
meningkatkan kebutuhan masyarakat akan permukiman yang memadai. Hal _

inilah yang kemudian menjadi peluang bagi berbagai perusahaan pengembang
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masyarakat. Untuk dapat melakukan pembangunan perumahan, tentunya
dibutuhkan izin dari pemerintah daerah setempat. Di Kabupaten Bantul,
pemberian izin mendirikan bangunan dan izin pembangunan perumahan
dilaksanakan oleh Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena
1tu, perusahaan pengembang perumahan sebagaimana halnya PT. Cipta Satiti
ingin membangun perumahan harus melakukan pengurusan izin di Dinas
Perizinan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Perizinan yang dilaksanakan PT. Cipta Satiti di Dinas Perizinan
Pemerintah Kabupaten Bantul masih menuai berbagai permasalahan. Hal mi
dapat terjadi karena kurangnya persyaratan ataupun pengetahuan masyarakat
ataupun pengembang mengenai tata cara pengurusan izin. PT. Cipta_Satiti
dibaruskan melakukan serangkaian tahap kegiatan dalam memperluas
ekspansinya di Kabupaten Bantul sesuai ketentuan penyelenggaraan pelayanan
perizinan MB. Hal ini diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2002 Jo Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Izin
Mendirikan Bangunan dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2002. Berangkat dari
teori teori-teori yang melandasi penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian

terdahulu yang memiliki topik relevan dengan penelitian ini maka perlu
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